
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/96 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEI{YUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN
TERBATAS MEPA HOLDING GRUP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa untuk mendukung terwujudnya penJrusunan
rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pendirian
Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mepa Holding
Grup yang baik dan berkualitas, perlu dibentuk Tim
Penyusun;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, gubernur membentuk Tim Penyusun
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi tentang Pendirian Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan Terbatas Mepa Holding Grup;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan [,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Talrun 2O2L tentang Perubahal Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2l Tahun 20Ol tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202 1 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

2.Undang-Undang..... / 2

Menimbang: a.

b.

c.



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peratural Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terltang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

4. Undang-Undalg Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2021 tentang
Kewenalgan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijalan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202 1 Nomor 238, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daeralr (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2O22
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor I Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
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11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan :

KESATU i

KEDUA

KETIGA

Membentuk Tim PenJ,.usun Rancangan Peraturan
Provinsi tentang Pendirian Badan Usaha Milik

Daerah
Daerah

susunanPerseroan Terbatas Mepa Holding Grup, dengan
keanggotan sebagaimana tercantum dalam
Keputusan ini.

Lampiran

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memberikan arahan kebijakan penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi tentang Pendirian Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan Terbatas Mepa Holding Grup;

b. melakukan penelaahan dan pencerrnatan terhadap
Rancangan Peraturan Provinsi Pendirian Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan Terbatas Mepa Holding Grup;

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/T"rD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
UKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 1 97606082002721002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPEzuDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



a. Pengarah

b. Penanggungjawab

c. Ketua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/96 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PET.IYTJSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN
TERBATAS HOLDING GRUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

: 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah

: Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah

: Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan

d. Sekretaris

e. Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP r 97606082002 12 tOO2

Kepala Biro Hukum Setda

I. Gunawan Iskandar, S.T.,M.Si
2. Mariana Renmaur, S.T.
3. ElnyYusuf Lallo, S.H.
4. Marinex J. Bangalino, S.T.
5. Romida U.L. Pasaribu, S.T.
6. Bambang walgito, S.IP.
7. Jhon Charles Sinambela, S.H.
8. Friska Sitorus, S.Sos
9. Kristianus Pekey, S.H.
10. Otniel Maga, S.H.
11. Sarlota Dori, S.Sos.
12. Barnabas Yohanes Karuri, S.H.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/T'rD
MEKI NAWIPA


